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Abstrak 

 

Perekonomian Indonesia cenderung mengarah pada krisis multidime nsional yang terus 

membelengg negara kita. Nampaknya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bangsa kita akan 

terbebas dari krisis tersebut. Hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya 

masyarakat yang kurang mampu semakin berat beban hidupnya, terutama bagi golongan 

masyarakat yang status ekonominya kurang beruntung. Hal ini dapat dicermati dari segala jenis 

kebutuhan hidup yang semakin tid ak terjangka. Masalah pendidikan misalnya, merupakan salah 

satu masalah bangsa yang belum dapat ditemukan solusinya secara tuntas. Jika kita mencermati 

dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya 

tersebut dirasakan semakin mahal.  

Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi 

perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan 

tetap dikarenakan pemu-tusan hubungan kerja (PHK) atau disebakan oleh karena hal yang 

lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri 

maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana 

bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar 

masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, 

terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan, Biaya Pendidikan 

 

Pendahuluan  

 

Pendidikan adalah faktor penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang wajar karena 

mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah yang mendorong 

terbentukya aturan tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945.  Pendidikan sebagai salah 

satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari 

yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus 

menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan 

yang layak bagi kehidupannya. 
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Sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki tenaga yang terdiri dari kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru, tenaga administratif, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar, 

sarana  dan prasarana yang meliputi tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, lapangan 

olahraga, serta biaya yang mencakup biaya investasi. Biaya untuk personil antara lain untuk 

kesejah teraan dan pengembangan profesi, sedangkan untuk biaya nonpersonil berupa pengadaan 

bahan dan ATK, pemeliharaan, dan kegiatan pembelajaran. 

Pengelolaan pendidikan adalah bagian terintegrasi dari pembangunan sumber daya manusia 

(SDM), dimulai dari mendidik anak usia 7-12 tahun s/d 20-30 tahun, bahkan ada pendidikan 

seumur hidup. Karena pembangunan pendidikan adalah sumber energi, maka visi administrator 

dan para pengambil kebijakan pendidikan yang tajam menjadi persyaratan penting untuk 

membangun potensi SDM secara keseluruhan sehingga menjadikan manusia memiliki 

kemampuan yang berkualitas. Pemahaman administrator pendidikan untuk menjawab bagaimana 

dasar penentuan dan pemilihan biaya yang berhubungan dengan guru, jangka waktu penentuan 

biaya pendidikan, dan apa yang berhubungan dengan perkiraan keuangan yang dibutuhkan adalah 

penting.
1
  

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka 

tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan/keuangan. Banyak 

sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena 

masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana 

pembelajaran. Dalam hal ini, maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan 

berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. 

Standar pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh 

terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat 

ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Pada Bab IX pasal 62 dari PP tersebut disebutkan bahwa 

Standar  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah 

menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan penddiikan disekolah dapat berjalan 

dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah 

dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban 

dan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sagala, Syaiful. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat “Strategi Memenangkan Persaingan 

Mutu” (Jakarta : PT Nimas Multima, 2005) hal. 196 
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Pengelolaan biaya pendidikan  

 

Pengelolaan berasal dari kata manajemen (administrasi). Manajemen berasal dari kata to 

manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah 

dikemukakan oleh para ahli. Menurut Suparlan mendefinisikan manajemen sebagai seni 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bermakna bahwa seorang manajer 

bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk secara sinergi mencapai tujuan organisasi.
2
 

Dalam definisi operasionalnya, Ricky W. Griffin menjelaskan bahwa manajemen tidak lain 

adalah “satu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), pengoordinasian (coordinating), dan pengontrolan (controlling) sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goal’s) secara efektif dan efisien”. 

 Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. 

Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian 

usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan 

sistematis yang diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga 

pendidikan yang bersifat formal. 

Sedangkan pembiayaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan interval sistem 

pendidikaan untuk mengelola dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan muncul sebagai input 

yang digunakan untuk setiap kegiatan pendidikan. Tidak hanya terkait dengan mengetahui 

ataupun menganalisa sumber dana, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif 

dan efisien. Maka dapat didefinisikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap 

kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana 

pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keungan dan pembiayaan merupakan salah satu 

sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

Dalam pengimplementasiannya sangatmenuntut kemampuan untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah.  

Keuangan dan pembiayaaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan yang 

memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut 

harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuan. Hal 

ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan 

pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Beberapa 

kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan mencakup tiga hal, yakni: Perencanaan 

biaya pendidikan, Pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, dan evaluasi pengelolaan biaya 

pendidikan.  

                                                           
2
 Suparlan “Manajemen berbasis Sekolah (MBS) dari Teori sampai dengan Praktik. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 

hal. 41 
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Menurut Fatah biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan 

pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya.
3
 Menurut Permendiknas No. 69 tahun 2009, 

yang termasuk kedalam biaya pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

 

a. Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) 

Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan 

untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. 

b. Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (AHP) 

Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan 

praktikum IPA, alat-alat dan bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan 

praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum keterampilan, alat-alat dan bahan-

bahan olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan 

dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dan lain-lain, yang habis dipakai dalam 

waktu satu tahun atau kurang. 

c. Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan 

Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki 

sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana 

sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. 

d. Biaya daya dan jasa 

Biaya daya dan jasa adalah biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung 

kegiatan belajar dan mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. 

e. Biaya transportasi/perjalanan dinas. 

Biaya transportasi/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas 

pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik didalam kota maupun diluar kota. 

Menurut Masditou (2017:119), Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang 

sentral dalam pendidikan, pembiayaan bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan 

karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang 

terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar. Penggunaan pembiayaan pendidikan 

diorientasikan kepada pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan 

mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan 

sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan.
4
 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repulik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar 

Pasal 1 ayat 5 “Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau 

diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, 

serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan”. 

                                                           
3
 Fatah, Nanang. 2012. Standar Pembiayaan Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012) hal. 96-97 

 
4
 Masditou, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang bermutu. (Jurnal ANSIRU PAI Vol. 1 

No. 2, 2017) hal. 119 
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Berdasarkan beberapa pendapat tentang biaya pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan biaya pendidikan sangat lah penting bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan, 

biaya pendidikan merupakan sentral kemajuan pendidikan dengan adanya biaya pendidikan 

diharapkan kemajuan pendidikan lebih terukur dan optimal bagi bangsa dan Negara.  

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang 

sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) 

terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara 

efektif dan efisien, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, 

dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. 

Permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut 

masalah pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalnya biaya untuk memasuki 

jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu 

membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini 

masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti. 

Fenomena pendidikan yang menyedot biaya begitu besar dari masyarakat ini juga sempat 

terlihat saat pendaftaran siswa baru (PSB) beberapa waktu lalu. Orangtua siswa pun dibuat 

meradang mengenai biaya yang harus ditanggung dalam menyekolahkan anaknya. Memang harus 

diakui jika Pemerintah tak lepas tangan membiayai pendidikan. Untuk bidang pendidikan khusus 

siswa SD-SMP, Pemerintah telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) 

untuk BOS tetaplah terbatas.  

Apalagi jika bicara dana BOS khusus buku yang masih minim untuk membeli satu buku 

pelajaran berkualitas. Dengan masih terbatasnya dana BOS itu mungkin ada yang berdalih jika 

Pemerintah sekadar membantu dan meringankan beban masyarakat miskin. Jika benar demikian, 

maka Pemerintah bisa dikatakan tidak peka. Bukti konkret adalah angka drop out anak usia 

sekolah antara usia 7-12 tahun pada 2005 lalu. Hasil survei menyebutkan 185.151 siswa drop out 

dari sekolah. Padahal, siapa pun tahu jika program BOS mulai dirintis sejak 2005. 

Dalam hal ini, kita perlu memikirkan bersama persoalan pembiayaan pendidikan. Di lihat 

dari konstitusi, Pemerintah bertanggung jawab mutlak membiayai anak-anak usia sekolah untuk 

menempuh jenjang pendidikan dasar. Dalam UUD 1945 Pasal 31 (2) ditegaskan mengenai 

kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Kita tentu melihat 

ketidaktaatan Pemerintah terhadap konstitusi. Jika mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 (2), anak 

usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Lalu muncul pertanyaan, atas 

dasar apa pula pihak sekolah sering kali menarik pungutan-pungutan kepada siswa dan orang tua 

siswa. UU No 20/2003 Pasal 34 (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pun 

menggariskan agar Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya. 

Ditinjau lebih jauh, Pemerintah tampak tak memiliki komitmen politik terhadap 

pendidikan. Sebut saja misalnya ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 % dalam APBN. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No 18/2006 tentang APBN 2007 yang 

mengalokasikan anggaran pendidikan 11,8 % bertentangan dengan UUD 1945 malah ditanggapi 
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dingin Pemerintah. Tidak jauh berbeda pada 2006 lalu, dimana Pemerintah tidak merespon positif 

putusan MK yang memutuskan UU No 13/2005 tentang APBN 2006 dengan alokasi anggaran 

pendidikan 9,1 % bertentangan dengan UUD 1945. 

Bagaimana pun, kita tidak bisa menutup mata terhadap mahalnya biaya menempuh 

jenjang pendidikan di negeri ini. Ketika disinggung tentang anggaran pendidikan sebesar 20 % 

dari APBN/APBD sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003 Tentang Sisdiknas, 

pemerintah selalu mengatakan tidak memiliki anggaran yang cukup. Ada sektor kebutuhan non-

pendidikan yang semestinya juga harus diperhatikan disamping terus mengupayakan secara 

bertahap anggaran pendidikan menuju 20 %.  

Melihat kenyataan pengelolaan anggaran negara di republik ini, tampaknya terjadi 

ketidakefektifan di samping mentalitas korupsi yang masih akut. Pemerintah tidak bisa tidak 

memang perlu memikirkan lebih serius lagi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Anggaran 

negara seyogianya dikelola lebih hemat dan efektif agar benar-benar memberikan kontribusi 

signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan.  

Disadari atau tidak, apa yang tertera dalam UUD 1945 tentu menyimpan harapan besar 

terhadap kemajuan pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui, Pasal 31 (2) merupakan 

perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan 10 November 2001 dan Pasal 31 (4) merupakan 

perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Rumusan UUD 

1945 hasil amandemen itu secara implisit mengajak Pemerintah untuk memperhatikan 

pembangunan sektor pendidikan. Siapa pun tentu sepakat bahwa pembangunan sektor pendidikan 

tidak bisa diabaikan mengingat salah satu fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Terkait dengan pembiayaan pendidikan, kita selalu mengharapkan komitmen Pemerintah 

agar tidak berlepas tangan. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan harus dimiliki para 

penyelenggara negara untuk lebih memprioritaskan pembangunan manusia melalui usaha 

pendidikan. Hasil pendidikan yang tidak bisa dinikmati seketika mungkin memberatkan para 

penyelenggara negara yang bermental pragmatis alias ingin menikmati hasil dengan segera. Yang 

perlu diingat, pendidikan merupakan aspek fundamental meningkatkan kualitas individu-individu 

manusia. Melalui pendidikan, individu-individu manusia diupayakan memiliki kemampuan dan 

daya adaptabilitas terhadap perkembangan zaman. Bangsa yang ingin maju tentu saja tidak bisa 

mengabaikan pendidikan anak bangsanya.  

Biaya pendidikan memang mahal. Tidak ada satu individu yang dari dirinya sendiri 

mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Karena itu harus ada manajemen publik dari negara. 

Sebab negaralah yang dapat menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh pendidikan yang 

layak. Negaralah yang semestinya berada di garda depan menyelamatkan pendidikan anak-anak 

orang miskin. Tanpa bantuan negara, orang miskin tak akan dapat mengenyam pendidikan. 

Namun, ketika negara sudah dibelenggu oleh empasan gelombang modal, sistem 

pendidikan pun bisa ditelikung dan diikat oleh lembaga privat. Serangan ini pada gilirannya 

semakin mereproduksi kemiskinan, melestarikan ketimpangan, mematikan demokrasi dan 

menghancurkan solidaritas di antara rakyat negeri! 
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Mengapa sekolah mahal bisa dilacak dari relasi kekuasaan antar-instansi ini, yaitu antara 

lembaga publik negara dan lembaga privat swasta. Ketimpangan corak relasional di antara dua 

kubu ini melahirkan kultur pendidikan yang abai pada rakyat miskin, menggerogoti demokrasi, 

dan melukai keadilan. 

Sekolah kita mahal, pertama, karena dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan di 

tingkat sekolah. Ketika negara abai terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan, pola pikir 

Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sebab tanpa biaya, tidak akan ada 

pendidikan. Karena itu, membebankan biaya pada masyarakat dengan berbagai macam iuran 

merupakan satu-satunya cara bertahan hidup lembaga pendidikan swasta. Ketika lembaga 

pendidikan negeri yang dikelola oleh negara berlaku sama, semakin sempurnalah penderitaan 

rakyat negeri. Sekolah menjadi mimpi tak terbeli! 

Kedua, kebijakan di tingkat sekolah yang membebankan biaya pendidikan pada 

masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah yang emoh rakyat. Ketika pemerintah lebih suka 

memuja berhala baru ala Adam Smith yang "gemar mengeruk kekayaan, melupakan semua, 

kecuali dirinya sendiri," setiap kewenangan yang semestinya menjadi sarana pelayanan berubah 

menjadi ladang penjarahan kekayaan. Pejabat pemerintah dan swasta (kalau ada kesempatan!) 

akan berusaha mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari proyek anggaran pendidikan. 

Ketiga, mental pejabat negara, juga swasta, terutama karena tuntutan persaingan di pasar 

global. Indikasi Noam Chomsky tentang keterlibatan perusahaan besar Lehman Brothers dalam 

menguasai sistem pendidikan rupanya juga telah menyergap kultur pendidikan kita. "Jika kita 

dapat memprivatisasi sistem pendidikan, kita akan menggunungkan uang." Itulah isi pesan dalam 

brosur mereka 

Banyak perusahaan berusaha memprivatisasi lembaga pendidikan, kalau bisa membeli 

sistem pendidikan. Caranya adalah dengan memanfaatkan kelemahan moral para pejabat negara. 

Bagaimana? Dengan membuatnya tidak bekerja! Karena itu, cara paling gampang untuk 

memprivatisasi lembaga pendidikan adalah dengan membuat para pejabat negara membiarkan 

lembaga pendidikan mati tanpa subsidi, mengurangi anggaran penelitian, memandulkan 

persaingan, dan lain-lain. Singkatnya, agar dapat dijual, lembaga pendidikan negeri harus dibuat 

tidak berdaya. Kalau sudah tidak berdaya, mereka akan siap dijual. Inilah yang terjadi dalam 

lembaga pendidikan tinggi kita yang telah mengalami privatisasi. 

Pendidikan merupakan conditio sine qua non bagi sebuah masyarakat yang solid, 

demokratis, dan menghormati keadilan. Karena kepentingan strategisnya ini, mengelola 

pendidikan dengan manajemen bisnis bisa membuat lembaga pendidikan menjadi sapi perah yang 

menggunungkan keuntungan. Karena itu, sistem pendidikan akan senantiasa menjadi rebutan 

pasar. Jika pasar melalui jaring-jaring privatnya menguasai sistem pendidikan, mereka dapat 

merogoh kocek orangtua melalui berbagai macam pungutan, seperti, uang gedung, iuran, 

pembelian formulir, seragam, buku, jasa lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain. 

Negara sebenarnya bisa berperan efektif mengurangi mahalnya biaya pendidikan jika 

kebijakan politik pendidikan yang berlaku memiliki semangat melindungi rakyat miskin yang 

sekarat di jalanan tanpa pendidikan. Jika semangat "mengeruk kekayaan, melupakan semuanya, 
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kecuali diri sendiri" masih ada seperti sekarang, sulit bagi kita menyaksikan rakyat miskin keluar 

dari kebodohan dan keterpurukan. Maka yang kita tuai adalah krisis solidaritas, mandeknya 

demokrasi, dan terpuruknya keadilan sosial.  

 

Pengeluaran biaya pendidikan 

 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung(indirect 

cost), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan 

pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana 

belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun 

siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) 

dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa 

selama belajar. 

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi 

anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. 

Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diproleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai 

sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah 

uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya 

bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu kewaktu. 

Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa 

item pengeluaran, yaitu: 

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran 

2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah 

3. Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah 

4. Kesejahteraan pegawai 

5. Administrasi 

6. Pembinaan teknis edukatif 

7. Pendataan. 

Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau 

dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit 

cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik 

yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk 

penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan 

ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara 

efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pedidikan. 
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Sumber Biaya Pendidikan 

 

Menurut Masditou, Sistem pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya sekolah 

masih dibebankan sebagian besar kepada pemerintah. Karena itu, jumlah anggaran pendidikan di 

tengah perkembangan ekonomi kita yang kurang baik sangatlah minim, terlebih lagi kurang 

seriusnya pemerintah dalam mencurahkan perhatiannya terhadap pendidikan yang belum 

memandangnya sebagai sektor ekonomi prioritas.
5
 Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam 

mengatasi minimnya dana pendidikan kita adalah dengan membolehkan sekolah-sekolah negeri 

menggalang dana dari masyarakat, yang berasal dari oranrg tua atau berupa sumbangan dari 

masyarakat dan dunia usaha lainnya. 

Menurut Matin dalam Masditou menjelaskan bahwa sumber dana dari pemrintah pusat 

adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai 

kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai 

kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP).
6
 Disamping itu, pada 

tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) 

yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana dari 

pemerintah daerah adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik 

APBD Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung 

kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan bak untuk kegiatan 

rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa Biaya 

Operasional Pendidikan (BOP) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan 

pemerintah daerah bersangkutan. 

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan 

pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah 

dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, 

penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis 

Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan 

pengelolaan program BOS.
7
 

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk 

Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program 

BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat 

dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam 

pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara 

akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan 

                                                           
5
 Ibid, hal. 130 

6
 Ibid, hal. 131 

7
 Widyaatmoko, S dan Suyatmi. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Kemasan 1 Surakarta. 

(Jurnal Managemen Pendidikan. Vol. 12 No. 2. ISSN: 1907-4034) hal. 154 
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penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari 

masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

Pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana 

BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan 

dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah 

dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan 

Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata 

kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS 

oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh 

Akuntan Publik terkait dana BOS. 

Menurut Fitri, dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah 

menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai 

sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin 

serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun 

anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah 

nominalnya,baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya 

dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain 

asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas 

pembebanan.
8
 Pelaksanaan kegiatan pembelajaan keuangan mengacu kepada perencanaan yang 

telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif 

dan efisien. 

Oleh sebab itu, penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran negara, 

yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan 

langsung oleh masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan pelaksanaan dari RAPBS dana 

BOS yang sudah disusun. Penggunaan dana BOS ini harus mengacu dan berpedoman kepada 

RAPBS yang sudah dibuat baik menyangkut mata anggaran maupun besar anggarannya. 

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya 

mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga 

memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di 

tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil 

kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program 

adalah yang berkaitan dengan statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan 

dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. 

 

 

                                                           
8
 Fitri, Afrilliana. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. (Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 2 No. 1) hal. 35 
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Menurut Matin dalam Masditou menjelaskan bahwa sumbangan dana dari masyarakat lain 

diluar penyelenggaraan dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik 

dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam 

maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap 

pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana bantuan dari luar negeri adalah 

berupa pinjaman (loan) dan hibah (grant) dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang 

berada di luar negeri yang digunakan untuk membantuk menunjang perwujudan pelaksanaan 

program-program pembangunan pendidikan di indonesia khususnya untuk kelancaran 

pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta (sekolah swasta).
9
 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 

Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, Pasal 6 

menjelaskan bahwa sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan 

oleh masyarakat: 

a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; 

b. Pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; 

c. Bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya; 

d. Bantuan Pemerintah; 

e. Bantuan pemerintah daerah; 

f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; 

g. Bantuan lembaga lain yang tidak mengikat; 

h.  Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau 

i. Sumber lain yang sah. 

 

Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang   

 

Profesor Kinosita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat 

lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah 

selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Hal ni dikarenakan 

masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya 

berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang 

(Editorial KOMPAS, 24 Mei 2002).
10

 

Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji 

mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka 

panjang, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah 

disetujuinya oleh MPR untuk memperioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 

                                                           
9
 Ibid, hal. 133 

10
 Drs. H. Kasful Anwar, Us, https://media.neliti.com/media/publications/56687-ID-investasi-pendidikan-suatu-

fungsi-untuk.pdf 
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atau APBD. Keputusan ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi 

jangka panjang. 

Sedikitnya terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka 

panjang yaitu : 

Pertama pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar 

pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi 

pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. 

Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. 

Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.  

Kedua investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari 

pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya 

yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh 

setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. 

Ketiga investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi  yaitu fungsi sosial-

kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan 

merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada 

berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu 

siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa 

mengembangkan potensinya semaksimal mungkin .
11

 

 

Kesimpulan 

 

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan, 

pembiayaan bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut 

tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai 

kepada pembiayaan operasional yang besar. Penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan 

kepada pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan 

yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus 

dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan.  

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan 

proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu 

kewaktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam 

beberapa item pengeluaran, yaitu: Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, Pengeluaran untuk 

tata usaha sekolah, Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, Kesejahteraan pegawai, Administrasi, 

Pembinaan teknis edukatif dan Pendataan. Sumber biaya pendidikan berasal dari : pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, orang tua, dan sumbangan dari pihak lain. 

 

 

                                                           
11

 Gunawan hidayat, https://pendidikankejuruan.wordpress.com/2015/12/29/analisis-biaya-pendidikan/ 

https://pendidikankejuruan.wordpress.com/2015/12/29/analisis-biaya-pendidikan/
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Pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Profesor Kinosita mengemukakan bahwa 

sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri 

dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan 

sebagai prioritas terpenting. Hal ni dikarenakan masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam 

hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri 

sendiri dan tidak pernah berpikir panjang. 
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